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Abstrak 
Penyelesaian tindak pidana secara damai melalui mediasi penal tidak dikenal dalam Undang-Undang Acara Pidana dan Undang-Undang Kepolisian negara Republik Indonesia juga tidak mengatur tentang mediasi penal di kepolisian, sehingga semua tindak Pidana harus diselesaikan sesuai ketentuan yang bertumpu pada Undang-Undang Hukum Acara pidana. Akan tetapi dengan ketentuan yang berlaku mediasi dapat dilakukan apabila tidak merugikan salah satu pihak, sehingga ada kategori sebagai tolak ukur terhadap perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan mediasi penal yaitu termasuk kategori delik aduan serta termasuk pelanggaran bukan kejahatan. Praktiknya masih ada oknum polisi yang menyelesaikan kasus pidana secara Alternatif Dispute Resolution dengan tidak melihat kategori kasus pidana yang dapat damai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan oknum polisi yang menyelesaikan tindak pidana secara Alternatif Dispute Resolution di Polresta Sidoarjo serta kasus yang bagaimanakah yang dapat diselesaikan secara mediasi penal. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan informan dari anggota Polresta Sidoarjo. Data diperoleh dengan cara wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa oknum polisi yang menyelesaikan tindak pidana secara damai bertujuan untuk menyelesaiakan kasus secara singkat akan tetapi tidak sesuai dengan hukum Acara yang berlaku dengan tidak adanya proses penyidikan terlebih dahulu. Kasus yang dapat diselesaikan di Polresta Sidoarjo yaitu: Penganiayaan, Pencurian, Penipuan, Penggelapan, Pelecehan seksual, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Kecelakaan lalu lintas.

Kata kunci: Alternatif Dispute Resolution, Mediasi Penal, Tindak Pidana, Polisi

Abstract
 
The peaceful settlement of criminal acts through penal mediation is not known in the Criminal Procedure Law and the Indonesian National Police Law nor does it regulate the mediation of penalties in the police, so all criminal acts must be resolved by the provisions based on the Criminal Procedure Law. However, with the applicable provisions, mediation can be carried out if it is not detrimental to one of the parties so that there is a category as a benchmark for criminal cases that can be resolved by penal mediation, namely including the category of complaint offense and including non-criminal offenses. In practice, police officers still resolve criminal cases by Alternative Dispute Resolution regardless of the category of criminal cases that can be peaceful. The purpose of this study was to determine the reasons for police officers who resolved criminal acts by alternative Dispute Resolution at the Sidoarjo Resorts Police and which cases could be resolved by penal mediation. This research is a qualitative descriptive study with informants from members of the Sidoarjo Resorts Police. Data obtained by interview and documentation. The collected data were analyzed qualitatively. The results showed that police officers who resolve criminal acts amicably aim to resolve cases briefly but are not following the applicable procedural law in the absence of a prior investigation process. The case that can be resolved at the Sidoarjo Resorts Police namely: assault, theft, fraud, embezzlement, sexual harassment, domestic violence, traffic accidents.
Keywords: Alternative Dispute Resolution, Penal Mediation, Crime, Police
PENDAHULUAN 

Istilah Tindak Pidana atau strafbaarfeit atau perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, barangsiapa melanggar larangan tersebut (Chazawi 2002). Pelaku yang melakukan tindak pidana harus ditindak dengan tegas apabila terbukti secara hukum melakukan pelanggaran dan kejahatan sesuai dengan perundang-undangan. Salah satu pilihan penyelesaian perkara yang dapat diambil adalah Alternatif Dispute Resolution dengan aparat penegak hukum atau aparat penegak hukum yaitu oknumnya lah yang menawarkan mediasi penal. 

Alternatif Dispute Resolution merupakan penyelesaian perkara pidana dengan sarana penyelesaian perkara pidana dengan metode mediasi musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri oleh korban dan pelaku baik secara sendiri-sendiri maupun beserta keluarga dan perwakilan masyarakat (tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dll), yang dilakukan secara sukarela, dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku dan lingkungan masyarakat (Barda Nawawi Arif 2008). Alternatif Dispute Resolution yang dapat dipilih adalah mediasi penal
Mediasi penal dapat digunakan dalam menyelesaikan tindak pidana. Tetapi tidak semua tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mediasi penal, ada kategori atau tolok ukur tindak pidana yang dapat diselesaikan secara mediasi penal. Beberapa kategorisasi sebagai tolok ukur dan ruang lingkup terhadap perkara yang dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui mediasi penal adalah: (a) Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relative, (b) Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 80 KUHP), (c) Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori “pelanggaran”, bukan “kejahatan”, yang hanya diancam dengan pidana denda, (d) Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium, (e) Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan/serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi, (f) Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan (deponir) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya, (g) Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat (Barda Nawawi Arief 2009) .
Mediasi Penal dapat digunakan dalam beberapa tindak pidana yang merupakan kategori tertentu. Penerapan mediasi penal dalam penyelesaian perkara tindak pidana bertujuan selain tidak memperpanjang suatu konflik antara pelaku dan korban juga membantu aparat penegak hukum dalam mengurangi penumpukan berkas perkara dan pengadilan tidak penuh karena banyak kasus yang numpuk. Terlepas dari kategori kasus pelanggaran ringan maka semua tindak pidana harus diselesaikan melalui pengadilan sesuai KUHAP. 

Dalam Hukum Positif Indonesia perkara pidana tidak dapat diselesaikan diluar proses pengadilan, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dimungkinkan pelaksanaanya. Dalam praktiknya penegakan hukum pidana di Indonesia, walaupun tidak ada landasan hukum formalnya perkara pidana sering diselesaikan diluar proses pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan sebagainya. Konsekuensi makin diterapkan eksistensi mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara dibidang hukum pidana melalui restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi (barda nawawi arief 2008).
 Dalam masyarakat sendiri penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan sudah menjadi pilihan utama dibanding ke pengadilan. Masyarakat lebih memilih untuk menyelesaikan kasus mereka melalui perdamaian secara kekeluargaan antara pelaku tindak pidana dengan korban. Perdamaian lebih dianggap tidak memakan waktu panjang dan memberikan kemanfaatan bagi para pihak. Biasanya perdamaian tersebut dilakukan dengan pemberian berupa sejumlah uang dari pelaku kepada korban agar dimaafkan dan tidak masuk ke ranah pengadilan.

Faktanya dilapangan banyak kasus-kasus tindak pidana yang tidak masuk ranah pengadilan dan selesai di kepolisian dengan jalan mediasi penal antara pelaku tindak pidana dengan korban. Berikut data kasus-kasus yang diselesaikan secara mediasi penal dan kasus-kasus yang masuk ranah Persidangan di Polresta Sidoarjo.

Tabel 1.1

 PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI WILAYAH POLRESTA SIDOARJO TAHUN 2016 s/d 2017

	No
	Kasus
	SP3
	Kasus yang belum selesai dipengadilan
	Sudah diputus pengadilan

	
	
	Tidak dilanjutkan
	Mediasi penal 
	
	

	1
	Pencurian
	12 Kasus
	9 Kasus
	12 Kasus
	130 Kasus

	2
	Perjudian
	64 Kasus 
	52 Kasus
	23 Kasus
	61 Kasus

	3
	Penganiayaan 
	98 Kasus
	120 Kasus
	11 Kasus
	15 Kasus

	4
	Penistaan Agama
	8 Kasus
	25 Kasus
	3 Kasus
	5 Kasus

	5
	Pencemaran Nama Baik
	14 Kasus
	45 Kasus
	9 Kasus
	29 Kasus

	6
	Penggelapan
	3 Kasus
	16 Kasus
	14 Kasus
	54 Kasus

	7
	Perzinahan
	7 Kasus
	25 Kasus
	10 Kasus
	11 Kasus

	8
	Kecelakaan Lalu Lintas
	231 Kasus
	116 Kasus
	37 Kasus
	26 Kasus

	
	Jumlah 
	437 Kasus
	408 Kasus
	119 Kasus
	331 Kasus


Sumber : MUHAMMAD HARRIS, S.H., M.H. sebagai Kasat Reskrimum Polres Sidoarjo

       Dari data di atas menunjukan tingginya jumlah tindak pidana yang tidak dilanjutkan sehingga pelaku mendapatkan SP3 karena berbagai alasan seperti tidak adanya barang bukti dan bukan merupakan peristiwa tindak pidana karena tidak terpenuhinya unsur-unsur pidana yang disangkakan, dan kasus tindak pidana yang diselesaikan secara mediasi penal tanpa adanya proses penyidikan oleh polisi diwilayah Polresta Sidoarjo yang seharusnya diselesaikan melalui Hukum Acara Pidana, dan pembandingan kasus yang diselesaikan melalui hukum acara Pidana yang masuk ranah persidangan.

       Proses Permediasi penalan yang dilakukan pihak Kepolisian dalam berbagai kasus menimbulkan polemik dan permasalahan tersendiri dalam penegakan hukum acara pidana. Proses acara pidana yang seharusnya berjalan berhenti dikepolisian dikarenakan oknum-oknum kepolisian menawarkan jalan mediasi penal bagi si pelaku agar kasusnya berhenti dan tidak masuk ke ranah peradilan dengan cara oknum kepolisian meminta sejumlah uang mediasi penal. Bermula dari kasus yang menimpa saudara saya yang menabrak pengendara motor lainnya dijalan raya sehingga menimbulkan luka-luka yang lumayan dibagian kaki dan kendaraan korban lecet sampai penyok, sehingga korban tidak terima dan sempat adu mulut ditempat. Akhirnya kasus ini dibawa ke kantor polisi terdekat untuk diselesaikan. Seorang polisi menawarkan jalan mediasi penal untuk keduanya agar segera selesai. Korban pun memenangkan mediasi dengan menerima uang ganti rugi dari pelaku. Pihak polisi pun menghampiri pelaku dan meminta sejumlah uang agar kasus ini tidak masuk keranah persidangan, karena kasus tindak pidana walaupun diselesaikan secara mediasi penal tetap masuk ke ranah persidangan untuk diproses.
 Dari kasus tersebut tetap saja harus diproses ke pengadilan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga tidak menutup kemungkinan perkara yang ditangani atau masuk dapat diperiksa dan diputus oleh pengadilan formal.

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui apa yang menjadi alasan pihak kepolisian memproses kasus tindak pidana secara mediasi penal di Polresta Sidoarjo. Beserta ciri-ciri kasus yang bagaimanakah yang dapat di proses secara mediasi penal di Polresta Sidoarjo.

Kajian teoritik yang digunakan adalah berkaitan dengan permasalahan mengenai tindak pidana, restorative justice, kepolisian, dan dasar pengambilan keputusan. Menurut beberapa ahli hukum mengenai penjabarannya tentang tindak pidana adalah sebagai berikut : (a) Moeljatno memakai istilah “ perbuatan pidana” beliau tidak setuju dengan istilah tindak pidana alasannya karena “tindak” lebih pendek dari perbuatan, tindak tidak menunjuk pada hal yang abstrak, tetapi hanya menunjukkan hal keadaan konkret”, (b) E. Utrecht menyatakan tindak pidana ialah dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu) (Moeljatno 2005) .
Restorative Justice adalah sebuah proses mediasi dimana semua pihak yang terlibat dalam sebuah tindak pidana tertentu bersama-sama mencari penyelesaiannya dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya dimasa dating (Wahid 2009)(Wahid 2009). Berdasarkan sisi historis, istilah “polisi” di Indonesia tampaknya mengikuti dan menggunakan istilah ”politie” di Belanda. Keadaan ini sebagai akibat dan pengaruh dari bangunan system hukum Belanda yang banyak dianut di negara Indonesia. Menurut Van Vollenhoven dalam bukunya “Politei Overzee” sebagaimana dikutip oleh Momo Kelana istilah “politei” mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah negara (Sadjijono 2009a).
Berdasarkan pengertian yang telah disebutkan, maka ditegaskan bahwa Kepolisian sebagai badan pemerintah yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Dengan demikian, arti polisi tetap ditonjolkan sebagai badan atau lembaga yang haarus menjalankan fungsi pemerintahan, dan sebagai sebutan anggta dari lembaga (Sadjijono 2009b) .
METODE

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis atau hukum empiris. Penelitian hukum empiris ini dapat menggambarkan bagaimana proses suatu penyelesaian Tindak Pidana secara damai di kepolisian Sidoarjo beserta kasus yang dapat diselesaikan secara damai.
Jenis data yang gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan jenis data primer yang diperoleh dari informan yaitu wawancara dengan anggota polisi di Polresta Sidoarjo. Data  sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah literatur seperti perundang-undangan, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan Tindak Pidana yang diselesaikan secara damai atau non penal.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara teknik wawancara. Teknik pengumpulan data melalui wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan mempersiapkan sebanyak-banyaknya pertanyaa-pertanyaan secara terstruktur dan terarah yang ditujukan kepada pihak informan. Mencari jawaban dari permasalahan yang diangkat dengan cara menggali informasi yang lengkap dan sedetail-detailnya. Teknik dokumentasi yang digunaan yaitu Teknik pengumpulan data melalui.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.
Alasan Pihak Kepolisian Memproses Kasus Tindak Pidana Secara Damai Di Polresta Sidoarjo

       Dalam teori yang dikaitkan dengan fakta dilapangan terkait dengan Proses damai dalam Tindak Pidana di Polresta Sidoarjo dapat di simpulkan bahwa dasar pengambilan keputusan selalu dipengaruhi oleh teori yang dikemukakan oleh George R. Terry yang menjelaskan dasar-dasar dari pengambilan keputusan yang berlaku, antara lain:

a.
Intuisi

Pengambilan keputusan yang diambil melalui perasaan yang bersifat subjektif yang dimana pengambilan keputusan hanya dilakukan oleh satu pihak sajasehingga sering mengabaikan hal-hal yang lain disekitarnya. Sehingga sangat mudah memutuskan apakah kasus yang ada layak atau tidak untuk didamaikan.

b.
Pengalaman

Pengambilan keputusan yang diambil melalui pengalaman yang sudah ada atau masa lampau yang dijadikan pedoman.Keputusan yang berdasarkan pengalaman sangat bermanfaat bagi pengetahuan praktis untuk mengambil keputusan.Sehingga dari pengalaman yang dahulu dapat dijadikan pedoman atau pembelajaran untu mengambil keputusan bahwa layakkah kasus yang ada didamaikan.

c.
Fakta

Pengambilan keputusan yang diambil melalui berdasarkan sejumlah fakta yang memadai, yang dimana fakta-fakta yang ada dikumpulkan menjadi data dan informasi yang cukup untuk dasar sebagai pengambilan keputusan.Dengan mengumpulkan fakta yang diperoleh dari penyidikan, maka dapat memutuskan bahwa kasus tersebut dapat didamaikan atau tidak.

d.
Wewenang

Pengambilan keputusan yang diambil melalui berdasarkan pada wewenang semata yang dimiliki setiap orang yang memiliki pangkat atau jabatan tertentu.Keputusan berdasarkan wewenang kadangkala sering disalah gunakan untuk kepentingan oknum tertentu.

e.
Rasional.

Pengambilan keputusan yang diambil melalui Keputusan yang menggunakan penalaran berdasarkan data yang tersedia untuk mencari kebenaran, dengan keputusan yang diambil bersifat objektif, logis, transparan, dan konsisten.Maka dapat dengan mudah apakah kasus yang ada bisa didamaikan atau tidak. (Ibnu 2000) 

Polisi sebagai aparat penegak hukum mengupayakan yang terbaik bagi pelaku dan korban yang terkena kasus hukum dengan menegakkan hukum seadil-adilnya. Apabila kasus yang dihadapi ingin diselesaikan secara damai oleh pelaku dan korban, maka proses damai tersebut harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

       Pada proses wawancara narasumber, ditemukan fakta bahwa oknum polisi memproses kasus pidana dengan jalan damai bahkan kasus pidana yang seharusnya berjalan dan diselesaikan di persidangan berhenti dengan di SP3 bagi pelaku. Alasan oknum polisi melakukan jalan damai yaitu tidak selalu kasus pidana dilimpahkan kekejaksaan untuk disidangkan. Proses damai lebih efisien dalam pekerjaan dan lebih efektif bagi korban dan pelaku, untuk perkara tertentu dan dalam keadaan tertentu. Penyelesaian secara damai dirasa lebih cepat daripada diselesaikan melalui proses persidangan yang bisa berkepanjangan. Proses penyelesaian secara damai tersebut dapat mencegah banyaknya berkas-berkas yang menumpuk untuk diproses serta menyederhanakan penyelesaian perkara karena sudah banyak sekali perkara-perkara yang menumpuk dan terus bertambah setiap hari.

         Proses penyelesaian kasus tindak pidana secara damai di Polresta Sidoarjo memang benar dilakukan oleh pihaknya dengan permintaan dari pelaku dan korban untuk dibantu menyelesaikan kaus yang mereka hadapi serta untuk mempermudah dan mempercepat proses penyelesaian perkara. Tidak semua kasus harus diselesaikan di tingkat pengadilan karena tidak semua kasus tingkat kerugiannya selalu besar. Misalnya, pencuri singkong itu bisa dimediasi dikarenakan orang yang mencuri singkong itu terpaksa untuk kebutuhan perut. Maka dari itu, jalan damai adalah solusi yang memberikan keadilan bagi pelaku dan korban.

Pada teori yang dikemukaan George R. Terry yang menjelaskan dasar-dasar dari pengambilan keputusan yaitu pengambilan keputusan dengan melihat Fakta dilapangan bahwa dengan menganalisis apakah kasus pidana tersebut bisa didamaikan atau tidak (Syamsi 2000).  Berdasarkan data observasi dilapangan, banyak kasus yang seharusnya diselesaikan melalui persidangan harus diselesaikan melalui jalan damai. Alasan yang dikemukakan polisis tersebut diatas tidak dilandaskan pada aturan serta fakta yang ada.

Diskresi pengambilan keputusan yang dimiliki anggota polisi tersebut disalahgunakan untuk kepentingan oknum tertentu dikarenakan mereka mengambil jalan damai yang tidak sesuai aturan dan meminta uang bagi pelaku yang didamaikan.

Pada proses wawancara terhadap pelaku dan korban mengatakan bahwa pihak dari kepolisianlah yang sejak awal menawarkan jalan damai terlebih dahulu yang dimana pihak kepolisian meminta uang denda, damai, atau administrasi agar kasus tersebut tidak masuk ke ranah persidangan. Denda yang ditaksir dan diminta oleh polisi mencapai Rp.250.000,- sampai Rp.1.000.000,- atau bahkan lebih tergantung kasus yg dihadapi. Pihak korban ingin berdamai dengan pelaku dikarenakan merasa iba dan penawaran dari pihak polisi yang menjamin bahwa pihak pelaku akan mengganti kerugian yang dialami oleh pihak korban. Pihak pelaku mau berdamai dengan korban dikarenakan tidak sanggup harus dipenjara dan dikarenakan ada kesempatan untuk berdamai dengan membayar denda atau uang administrasi.
Apabila melihat pada KUHAP kesepakatan damai yang terjadi melalui mediasi penal bukan menjadi satu-satunya alasan pihak penyidik menghentikan perkara atau penyidikannya. Berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, penyidik menghentikan penyidikannya dikarenakan yaitu:

1.  Tidak diperoleh cukup bukti; 

2.  Peristiwa yang disangkakan ternyata bukan merupakan tindak pidana; 

3.
Penghentian penyidikan demi hukum. 

  Berkaitan dengan proses penghentian proses perkara mengenai peniadaan penuntutan dan penghapusan hak menuntut berdasarkan Bab VIII Buku I KUHP tentang hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana adalah: 

1.
Telah terdapat putusan hakim mengenai tindakan yang sama yang berkekuatan hukum tetap (in kracht); (Pasal 76) .

2.
Terdakwa meninggal dunia; (Pasal 77) .

3.
Perkara tersebut telah daluwarsa; (Pasal 78) .

4.
Penyelesaian diluar persidangan dengan membayar denda maksimum untuk pelanggaran yang diancam dengan pidana denda. (Pasal 82) .

Menurut Pasal 109 ayat (2) KUHAP, bahwa Penyidikan dapat dihentikan apabila tidak memenuhi cukup bujkti serta bukan merupakan tindak pidana. Apabila semua unsur-unsur tersebut terpenuhi maka tindak pidana atau penyidikan tidak bisa dihentikan.Jika dari hasil penyidikan tidak memenuhi unsur-unsur yang ada didalam pasal seperti kurangnya cukup bukti yang diperoleh penyidik, maka penyidikan dapat dihentikan sesuai hukum.Dari fakta dilapangan oknum polisi tidak melanjutkan ke tahap persidangan dengan tidak melihat ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Pihak kepolisian dari awal memang melakukan jalan damai kepada pelaku yang melakukan tindak pidana yang kerugiannya kecil yaitu kurang dari Rp 2.500.000,- dan kadang mediasi bisa lanjut tergantung pihak korban mau memediasi kasus tersebut atau tidak. Pihak polisi dalam menangani tindak pidana ringan selalu berusaha melakukan jalan damai sebagai solusi utama yang baik berdasarkan pada dampak yang ditimbulkan masih bisa ditoleransi serta nilai kerugiannya kecil.

Perjanjian damai antara pelaku dan korban dibolehkan akan tetapi perjanjian damai tersebut tidak menghilangkan perbuatan pidana pelaku yang sudah terjadi. Sehingga, tugas polisi adalah menegakkan hukum terutama menegakkan KUHAP itu sendiri dengan menindak semua pelaku pidana, dengan adanya perjanjian damai kasus tetap jalan dan untuk meringankan di pengadilan dan itu adalah kewenangan hakim. 

Perjanjian damai yang dilakukan antara pelaku dan korban dapat menjadi pertimbangan hakim di pengadilan dalam memutus hukuman terdakwa menjadi ringan dikarenakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hakimlah yang memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya. 

Mekanisme penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, tentunya akan mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab UndangundangHukum Acara Pidana (KUHAP), karena KUHAP ini berbicara mengenai tata cara atau prosedur sistem peradilan pidana Indonesia atau yang dikenal sebagai hukum acara untuk menegakkan hukum pidana materiil . Jadi intinya penegakan hukum adalah salah satu bentuk penjatuhan hukuman (pidana).

Dasar melakukan damai dengan mediasi di tempat yaitu menggunakan pertimbangan yang mendalam dari polisi apakah kasus tersebut bisa didamaikan dengan ketentuan adanya pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memperbolehkan setiap pejabat Polri mengambil tindakan diskresi sehingga diambilnya tindakan untuk mendamaikan pihak korban dan pelaku.

Pasal 18 ayat (1)Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentangKepolisian Negara Republik Indonesia,yang berbunyi :

“untuk kepentingan umumdan masyarakat, pejabat Kepolisian NegaraRepublik Indonesia dalam melaksanakanfungsi, tugas, dan wewenangnya dapatbertindak menurut penilaiannya sendiri”.

Sedangkan di ayat (2) berbunyi :

“Pelaksanaanketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yangsangat perlu dengan memperhatikan peraturanperundang-undangan, serta Kode Etik ProfesiKepolisian Negara Republik Indonesia.”

Diskresi menurut pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dibatasi oleh dua hal yakni peraturan perundang-undangan dan kode etik kepolisian. Jika salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi, maka polisi telah menerapkan diskresi yang tidak seharusnya. Sehingga diskresim apabila diterapkan dengan tindak pidana yang seharusnya dilimpahkan ke pengadilan maka penerapan damai ditempat dengan tidak melimpahkan ke pengadilan itu tidak tepat.

       Kesimpulan dari analisis tersebut terlihat apabila kepolisian sidoarjo menyelesaikan kasus tindak pidana secara damai dengan tidak memperhatikan peraturan perundang-undanganyang berlaku, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dimana proses tersebut menguntungkan secara pribadi dengan alasan untuk kepentingan dan keadilan bagi pelaku dan korban.

2.
Kasus yang dapat diselesaikan secara damai oleh pihak kepolisian polresta sidoarjo

Narasumber dari Kepolisian Polresta Sidoarjo dalam fakta di lapangan berupa data yang diperoleh menunjukkan bahwa  proses tindak pidana secara damai bertentangan dengan aturan mediasi penal dan Perma

Beberapa kategorisasi sebagai tolok ukur dan ruang lingkup terhadap perkara yang dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui mediasi penal adalah: 

a.
Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif.

b.
Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 80 KUHP). 

c.
Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori “pelanggaran”, bukan “kejahatan”, yang hanya diancam dengan pidana denda.

d.
Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium.

e.
Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan/serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi. 

f.
Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan (deponir) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya.

g.
Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat (Barda Nawawi Arief 2009). 

       Terkait dengan delik aduan, R. Soesilo membedakan delik aduan menjadi 2 jenis, yaitu:  

1. Delik aduan absolut, ialah delik  peristiwa pidana yang selalu hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan seperti tersebut dalam pasal, diantaranya yaitu : 

a.
Pasal 284 KUHPTentangKejahatan zina.

b.
Pasal287 KUHPTentangpersetubuhan dengan wanita diluar nikah yang umurnya belum lima belas tahun.

c.
Pasal293 KUHPTentangmenggerakkan seorang yang baik untuk berbuat cabul kepadanya.

d.
Pasal 310 KUHPTentangpenghinaan atau menista

e.
Pasal332 KUHPTentangMelarikan perempuan yang belum dewasa atas persetujuan yang tanpa dikehendaki orang tuanya.

f.
Pasal322 KUHPTentang membuka rahasia yang wajib dirahasiakan atau disimpan karena jabatan atau pencarian.

g.
Pasal 369 KUHPTentang Kejahatan pengancaman.

2.
Delik aduan relatif, ialah delik yang biasanya bukan merupakan delik aduan tetapi berdasarkan pasal 367 lalu menjadi delik aduan yang dimana pengaduan itu bukan untuk menuntut peristiwa pidananya tetapi untuk menuntut orangnya yang bersalah dalam peristiwa itu. Seperti tersebut dalam pasal, diantaranya yaitu : 

a.
Pasal 367 KUHP Tentangsegala bentuk pencurian dalam lingkup keluarga.

b.
Pasal 370 KUHPTentang Pemerasan dan pengancaman dalam lingkup keluarga.

c.
Pasal 376 KUHP Tentang semua bentuk penggelapan dalam lingkup keluarga.

d.
Pasal 394 KUHPTentangSemua bentuk penipuandalam lingkup keluarga (Soesilo 1988). 
   Pada dasarnya tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan mediasi penal atau kekeluargaan adalah tindak pidana yang termasuk delik aduan pencurian atau penggelapan didalam keluarga, perzinahan, atau pencemaran nama baik dan sebagainya yang ada didalam delik aduan. Adapun dalam tindak pidana yang termasuk delik biasa walaupun korban tindak pidana telah memaafkan pelaku, maka proses hukum tetap berjalan dan hakim yang akan memutus hukuman bagi pelaku.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP menyatakan bahwa :

Pasal l

Kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 2:

1. Dalam menerima pelimpahan perkara Pencurian, Penipuan, Penggelapan, Penadahan, dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan pasal 1 di atas.

2. Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal  205-210 KUHAP.

3. Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

      Kasus pidana yang nilai kerugiannya kurang dari Rp 2.500.00,00(dua juta lima ratus ribu rupiah) masuk didalam kategori tindak pidana ringan yang ancaman hukumannya hanya 3 bulan. Hal ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 mengenai Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Mahkamah Agung (MA) membuat terobosan hukum terkait perkara pidana dengan kerugian di bawah Rp 2.500.000,00. Dengan diantaranya yaitu :

a.
Pasal 364KUHPTentangPencurian ringan;

b.
Pasal 373KUHPTentangPenggelapan ringan;

c.
Pasal 379KUHPTentangPenipuan ringan;

d.
Pasal 384KUHPTentangPenipuan ringan oleh penjual;

e.
Pasal 407 KUHPTentang Perusakan ringanf.
pasal 482 KUHPTentang Penadahan ringan

        Menurut Kepolisian Polres Sidoarjo ,menjelaskan  bahwa kasus pidana yang diselesaikan secara damai di Polresta Sidoarjo ada berbagai macam seperti misalnya :

1.
Penistaan AgamaPasal 156 huruf aKUHP ancaman hukuman 5 tahun penjara atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah dengan nilai kerugian maksimal dua juta limaratus ribu rupiah.

2.
Pencemaran nama baik Pasal 310 KUHP ancaman hukuman 9 bulan penjara atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah dengan nilai kerugian maksimal dua juta limaratus ribu rupiah.

3.
PenggelapanPasal 372 KUHP ancaman hukuman 4tahun penjara atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah dengan nilai kerugian maksimal dua juta limaratus ribu rupiah.

4.
Perzinahan Pasal 284 KUHP ancaman hukuman 9 bulan penjara atau pidana denda paling banyak lima ratus rupiah dengan nilai kerugian maksimal dua juta limaratus ribu rupiah.

Berdasarkan hasil wawancara dapat dianalisis bahwa pelaku melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

“Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

Sehingga, harus diselesaikan secara KUHAP sebagai hukum formil dan diadili di persidangan. Apabila sempat terjadi perdamaian antara pelaku dan korban ini dapat dijadikan alasan yang meringankan bagi hakim untuk memutus didalam persidangan.

Dengan mengacu pada Pasal 235 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal tersebut menyatakan: “Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.”

Mengenai proses hukum yang terus berjalan, kita dapat mengacu padaketentuan Pasal 235 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal tersebut menyatakan:

“Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.”

Berdasarkan ketentuan di atas, walaupun pengemudi telah bertanggung jawab atas kematian korban, tuntutan pidana terhadap dirinya tidak menjadi hilang walau sudah ada kesepakatan melakukan perdamaian. Oleh karena itu, kepolisian dapat saja melakukan penyidikan sesuai proses hukum yang berlaku. Beberapa yurisprudensi dapat dijadikan rujukan. Menurut Putusan MA No. 1187 K/Pid/2011, walaupun pelaku telah bertanggung jawab serta adanya perdamaian dengan keluarga korban tidak menghapuskan tuntutan pidana. Putusan MA No. 2174 K/Pid/2009, terdakwa tetap dikenakan hukuman walaupun telah ada perdamaian.

Tidak adanya perdamaian antara pelaku dengan keluarga korban bisa menjadi hal yang memberatkan pelaku. Hal ini tertuang dalam Putusan MA No. 403 K/Pid/2011 antara pelaku dan keluarga korban tidak tercapai perdamaian, serta dalam Putusan MA No. 553 K/ Pid/2012 pelaku tidak memiliki itikad baik untuk melakukan perdamaian kepada keluarga korban, sehingga menurut majelis hakim tidak adanya perdamaian dijadikan sebagai pertimbangan yang memberatkan kesalahan terdakwa.

Berdasarkan keterangan dari pelaku yang melakukan tindak pidana perjudian

        Berdasarkan hasil wawancara dapat dianalisis bahwa pelaku melanggar Pasal 303 KUHP tentang Tindak Pidana Perjudian yang berbunyi:

“ (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin: 

1.
dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

2.
dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

3.
menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.”

Sehingga, harus diselesaikan secara KUHAP sebagai hukum formil dan diadili di persidangan. Apabila sempat terjadi perdamaian antara pelaku dan korban ini dapat dijadikan alasan yang meringankan bagi hakim untuk memutus didalam persidangan.

keterangan pihak korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh temannya sendiri yang memukul wajah korban dengan tangan kosong. Berdasarkan hasil wawancara dapat dianalisis bahwa pelaku melanggar Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan yang berbunyi:

“ (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, 

(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. 

(3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. 

(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. 

(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.”

Sehingga harus diselesaikan secara KUHAP sebagai hukum formil dan diadili di persidangan. Apabila sempat terjadi perdamaian antara pelaku dan korban ini dapat dijadikan alasan yang meringankan bagi hakim untuk memutus didalam persidangan.

Pemukulan adalah tindak pidana penganiayaan yang mana termasuk dalam delik laporan yang dapat diproses tanpa ada pengaduan dari pihak korban dan bukan delik yang akan hilang apabila ada perdamaian. Namun demikian, perjanjian kesepakatan damai dapat dijadikan dasar di persidangan untuk bukti atau sebagai pertimbangan hakim yang dapat meringankan hukumanpelaku. Kalaupun Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian damai itu dapat menghapuskan pidananya sebagai alasan pemaaf, itu kembali kepada pertimbangan hakimnya dalam memberikan putusan.

Berdasarkan keterangan dari pihak korban yang dimana disini adalah korban pencurian HP,  hasil wawancara dapat dianalisis bahwa pelaku melanggar Pasal 362 KUHP tentang pencurian yang berbunyi: “Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-.“ Sehingga harus diselesaikan secara KUHAP sebagai hukum formil dan diadili di persidangan. Apabila sempat terjadi perdamaian antara pelaku dan korban ini dapat dijadikan alasan yang meringankan bagi hakim untuk memutus didalam persidangan.

Delik aduan merupakan suatu tindak pidana yang penuntutannya dapat dilakukan apabila adanya pengaduan dari orang yang menjadi korban tindak pidana itu sendiri. Sementara delik biasa adalah suatu tindak pidana yang penuntutannya tidak memerlukan pengaduan dari si korban, sehingga ada tidaknya pengaduan dari korban, penuntutan terhadap tindak pidana ini tetap dapat dilakukan.

Untuk tindak pidana pencurian, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, menyatakan: “Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-.“

Jika pencurian yang dimaksud sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP di atas, maka perbuatan tersebut bukanlah delik aduan. Meskipun, korban telah mencabut laporan di Kepolisian, hal itu tidak dapat menghentikan proses penuntutan atas pencurian yang dilakukan. 

Menurut hukum sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, Penyidikan dapat dihentikan jika tidak terdapat cukup bukti, atau bukan merupakan tindak pidana, ataupun dihentikan demi hukum. Sehingga apabila sebuah tindak pidana telah memenuhi unsur-unsur tersebut, maka seharusnya penyidikan tidak dapat dihentikan Adapun tindak pidana pencurian yang merupakan delik aduan adalah pencurian dalam rumah tangga. Pasal 367 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, menyatakan: “Jika ia suaminya (isterinya) yang sudah diceraikan meja makan tempat tidur atau harta benda, atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin, baik dalam keturunan yang lurus, maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat yang kedua, maka bagi ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu. Dengan demikian perdamaian yang terjadi antara korban dan pelaku yang merupakan tetangganya tidak dapat menghapuskan tindak pidana, namun nantinya dapat dijadikan alasan yang meringankan bagi hakim untuk memutus di dalam persidangan.

Mediasi dapat dipergunakan dalam menyelesaikan perkara pidana. Akan tetapi tidak semua perkara pidana yang dapat diselesaikan melalui mediasi, ada kategori tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan mediasi, Penerapan mediasi dalam perkara pidana merupakan penjabaran nilai-nilai keadilan restoratif yang berorientasi pada penyelesaian perkara yang menguntungkan semua pihak (korban, pelaku, dan pihak ketiga yaitu masyarakat).

Setelah mengetahui definisi maksud dan tujuan dari Restorative Justice diatas, dihubungkan  dengan kasus tindak pidana yang ada maka, pertanyaannya adalah bisakah kasus pidana tersebut di proses melalui Restorative Justice. Jawabnya adalah tidak mungkin karena :

1. Restrorative Justice hanya bisa di terapkan dalam penanganan kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum ( ABH ) dan kasus tindak pidana Ringan ( Tipiring ) dengan ancaman hukuman ringan.

2. Masyarakat akan menolak jika kasus pidana tersebut di damaikan dan tidaklah mungkin bermusyawarah antara pelaku dan korban Indonesia yang dirugikan secara financial,sebagaimana persyaratan dilakukannya pendekatan Restrorative Justice.

3. Perdamaian yang terjadi memunculkan keresahan masyarakat secara umum karena tidak menimbulkan efek jera serta berpotensi membuat munculnya pelaku-pelaku lain.

PENUTUP

Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sehubungan dengan “ Proses Penyelesaian Tindak Pidana Secara Damai Di Polresta Sidoarjo” dengan kesimpulan sebagai berikut :

1.
Alasan Oknum Anggota Kepolisian Sidoarjo menyelesaikan tindak pidana secara damai yaitu :

a.
Kerugian ≤ 2.500.000, dengan pertimbangan kerugian yang ≤ 2.500.000 apabila dibandingkan dengan keugian ekonomi yang akan ditanggung korban maupun pelaku apabila menjalani proses peradilan maka lebih dianjurkan menempuh jalur kekeluargaan.

b.
Efisiensi, Bahwa dengan banyaknya kasus yang ditangani oleh Polresta Sidoarjo membuat kepolisian kewalahan sehingga banyak kasus yang menunggu terlalu lama untuk mendapat keadilan. sehingga kepolisian mengutamakan jalur damai agar setiap perkara dapat ditangani dengan cepat tanpa mengabaikan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

c.
Kurangnya alat bukti, diperlukan 2 (dua) alat bukti yang sah untuk dapat melanjutkan laporan ketahap penyidikan. Apabila alat bukti tersebut tidak terpenuhi maka secara hukum perkara tidak dapat dilanjutkan atau tersangka akan mendapat SP3. 

2.
Penyelesaikan kasus tindak pidana secara ADR di Polresta Sidoarjo melalui metode mediasi penal tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

a.
 Mediasi Penal secara khusus hanya untuk delik aduan. Dalam hal ini perkara-perkara yang merupakan delik laporan tidak dapat diselesaikan dengan  mediasi penal. contohnya : Pasal 362 tentang Pencurian, Pasal 303 tentang perjudian, Pasal 235 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terlebih mediasi penal tidak dapat menggugurkan proses pidana yang berjalan.

b.
Memfasilitasi Mediasi dengan adanya pembayaran sejumlah uang guna terjadi win-win solution merupakan sebuah pelanggaran kode etik kepolisian. Telebih apabila oknum polisi yang menawarkan metode tersebut dan disisi lain oknum tersebut ikut menikmati uang hasil pembayaran.

c.
Mediasi penal secara umum diperbolehkan untuk semua perkara, namun hasilnya bukan untuk pengahpusan proses pidana, namun guna pertimbangan penegak hukum dalam pemberian hukuman.

Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terdapat saran yang diberikan dalam penelitian ini, seharusnya antara lain:

1.
Memperkuat kinerja lembaga pengawas kepolisian agar praktik penyelesaian secara kekeluargaan tidak disalah gunakan oknum polisi yang ingin menguntungkan diri sendiri. 

2.
Perlu diadakan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan pendidikan moral dan keagamaan agar polisi menjadi penegak hukum  yang tidak hanya professional namun juga berbudi luhur..
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